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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan

diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk

mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang

kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi .

Prinsip Good Governanceatau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang

mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan

profesionalisme,transparan,efektif,efisien,  akuntabel,demokratis dengan tetap menjunjung

supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah,maka

diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah

berhasil dicapai yang kemudian berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu

pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah

sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi

dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA,maupun

RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kerja utama di lingkungan

instansi pemerintah,pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku

kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan,maka pimpinan

instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penentuan indikator kinerja utama Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat  disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 75,tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44567);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25

,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir

diubah dengan Peraturan President Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 9  Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi President Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.
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BAB   II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis operasional,setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator

kinerja utama sebagai suatu proiritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran

strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja

mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian

sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator

kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yaitu:

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,sehingga

mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektifbaik yang bersifat kuantitatif maupun

kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (

keberhasilan/ kegagalan) yang akan di ukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk

kurun waktu tertentu.Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila

dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator Kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal -

hal sebagai berikut :

1. Adanya keselasaran dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan

Umum

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja

4. Kebutuhan statistik pemerintah

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
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III

GAMBARAN UMUM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti  kita telah

mengetahui apa kelebihan atau kekuatannya untuk  mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Menetapkan Tujuan  dan Sasaran yang

ingin dicapai pada tahun 2018-2021 ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Badan Pendpatan dan Aset Daerah sesuai dengan  Tupoksi maka ditetapkan

beberapa tujuan sebagai Berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah ;

2. Mewujudkan Opini BPK WTP Aset.

2. Sasaran

Dengan mengacu pada RPJMD lebih lanjut ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah ;

2. Meningkatkan ketertiban pembukuan dan pelaporan ;

3. Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan Aset ;

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD.

Tujuan dan sasaran diatas sesuai dengan tupoksi yang terkait dengan penyelesaian isu-isu

strategis, sebagaimana tertuang dalam Tabel. 4.1 sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN
SATUAN

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Meningkatkan Kemandirian
Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah

9,02 10,58 12,54 15

Meningkatnya
Pendapatan Daerah

Tingkat Realisasi Pendapatan
Daerah

% 100 100 100 100

Meningkatkan
ketertiban pembukuan

dan pelaporan

Tingkat Ketertiban
Pembukuan dan Pelaporan

% 100 100 100 100

2
Mewujudkan Opini BPK WTP
Aset

Opini BPK WTP Aset WTP WTP WTP WTP

Meningkatkan
Ketertiban

Pengelolaan Aset

Tingkat Ketertiban
Pengelolaan Aset

% 100 100 100 100

3
Mewujudkan Pelayanan
Internal yang Prima

Tingkat Pelayanan Internal % 100 100 100 100

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

internal SKPD

Realisasi Anggaran % 95 95 95 95

Nilai SAKIP CC B B BB
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3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50  tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas
pokok dan fungsi melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerahdiantarannya :

3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Badan

Tugas Pokok Organisasi

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa

Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang

Pendapatan dan Aset Daerah yang mejadi Kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :

b. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan dan aset daerah:

c. pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang pendapatan dan aset daerah;

e. pelaksanaan administrasi / penatausahaan Badan;

f. pembinaan terhadap UPT Badan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang pendapatan dan aset daerah;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

B. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan

penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian,

administrasi dan umum.
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Dalam melaksanakan tugas Sekretariat meyelenggarakan  fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian,

keuangan dan perencanaan;

b. memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan

perencanaan;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

a. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
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(2) Seubbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas

mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian,

keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian

adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja

Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat,

penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan

Badan;

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

Badan;

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan

dan kebersihan di lingkungan kerja;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,

peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan

sarana dan prasarana di lingkungan Badan;

g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;

i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan

Badan;

j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan

pensiun, serta pemberian penghargaan;

k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar

penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut

kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan

peningkatan kesejahteraan pegawai;
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l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan

mengikuti ujian dinas;

n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan

disiplin pegawai;

o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai,

tenaga teknis dan fungsional;

p. melaksanakan pengelolaan absensi online;

q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum

Dan Kepegawaian;

r. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan

Keuangan

(1) Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan Keuangan

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(2) Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan

Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

penyusunan program dan keuangan.

Rincian tugas Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program

Dan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja

Subbagian Koordinasi Penyusunan Program Dan keuangan ;

b. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan

program dan keuangan;
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c. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji

ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi

penyusunan program dan keuangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

e. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan

kegiatan Badan;

f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan

kegiatan tahunan Badan;

g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program dan

keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

belanja rutin maupun pegawai;

i. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;

j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

l. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja

tidak langsung;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian

Koordinasi Penyusunan Program Dan keuangan;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pendapatan

(1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan

penetapan, penagihan serta dana perimbangan.
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Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan

daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk

penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah,

serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan

daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk

penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah,

serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil.

c. pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian,

perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah

berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk

penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah,

serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi

daerah serta Badan Layanan Umum;

e. pengelolaan data dasar perhitungan alokasi, pelaksanaan pengelolaan dan

pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten;

f. pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan kegiatan,

pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK) kabupaten;

g. penyiapan data realisasi penerimaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Bagi

Hasil (DBH) kabupaten

h. pelaksanaan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;

i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah,

BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta

pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang

Pendapatan; dan
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Rincian tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian,

perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah

berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk penanganan

keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta

penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;’

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian,

perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah

berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk penanganan

keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta

penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan

daerah berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk

penanganan keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah,

serta penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

d. mempromosikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian,

perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah

berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk penanganan

keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta

penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian,

perhitungan, penetapan, penagihan dan pengelolaan pendapatan daerah

berupa pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) serta lembaga keuangan mikro kabupaten,  termasuk penanganan

keberatan dan sengketa pendapatan pajak, dan retribusi daerah, serta

penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi hasil;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan;



16
IKU Badan Pendapatan dan Aset Daerah 2018 - 2021

g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan pendapatan

Daerah;

h. melaksanakan monitoring, klarifikasi dan rekonsiliasi data pendapatan

pajak-pajak dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

i. menyelenggarakan pemungutan yang meliputi pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan pajak;

j. menyelenggarakan pelayanan yang meliputi pendaftaran, pembetulan,

pembatalan, penundaan pembayaran/angsuran, keberatan,

pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran,

penghapusan ketetapan dan sengketa pajak;

k. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi

daerah serta Badan Layanan Umum (BLU);

l. menyelenggarakan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi,

melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU)

kabupaten;

m. menyelenggarakan pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan

kegiatan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana

Alokasi Khusus (DAK) kabupaten;

n. menyelenggarakan penyiapan data realisasi penerimaan, pengelolaan dan

pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten;

o. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah,

BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta

pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang

Pendapatan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Kepala Subbidang Pendataan Dan Penetapan

(1) Subbidang Pendataan Dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab

kepada Kepala Bidang Pendapatan’
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(2) Kepala Subbidang Pendataan Dan Penetapan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran,

pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan.

Rincian Tugas Subbidang Pendataan Dan Penetapan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pendataan Dan

Penetapan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi

daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten ;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi

daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi

daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran,

pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan

retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran,

pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan

retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran,

pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan

retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;
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h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan,

penilaian, perhitungan dan petapan pendapatan pajak dan retribusi

daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan petapan

pendapatan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan pinjaman dan

obligasi daerah serta BLU kabupaten;

j. melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan

petapan pendapatan pajak dan retribusi daerah;

k. melaksanakan pengukuhan wajib pajak dan wajib retribusi Daerah

lainnya;

l. meneliti dan memproses Surat Pemberitahuan terutang pajak Daerah;

m. melaksanakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

n. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU

kabupaten;

o. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

BUMD dan lembaga keuangan mikro;

p. menyusun data / mengajukan bahan usulan perubahan data Sistem

Informasi Geografis, Zona Nilai Tanah, Nilai Indek Rata-Rata, Daftar

Biaya Komponen Bangunan, Peta Desa, Bank Data Nilai Pasar

Properti (BDNPP) dan Nilai Jual Objek Pajak untuk pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan;

q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pendataan dan

Penetapan;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbidang Penagihan

(1) Subbidang  Penagihan dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Pendapatan.
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(2) Kepala Subbidang Penagihan mempunyai tugas  merumuskan dan

melaksanakan kebijakan bidang penagihan,

Rincian Tugas Subbidang Penagihan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang  Penagihan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis penagihan,;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis penagihan,;

d. merancang bahan kebijakan teknis penagihan,;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis penagihan,;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis penagihan,;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penagihan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis penagihan,;

i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kebijakan teknis penagihan;

j. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan pajak, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan;

k. meneliti, memproses, menerbitkan dan menyampaikan surat

keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan denda

dan/atau sanksi administrasi, dan penundaan jatuh tempo pembayaran

pajak-pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan

pembayaran retribusi pasar;

l. meneliti, merancang, menerbitkan surat keputusan dan

menyampaikan pelaksanaan penagihan pajak-pajak dan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan berupa surat teguran, surat peringatan,

surat tagihan pajak Daerah, surat perintah penagihan seketika dan

sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat

perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang,

pembatalan lelang, dan surat-surat lain untuk melaksanakan

penagihan pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

pembayaran retribusi pasar;

m. menyusun bahan rancangan penghapusan piutang pajak, bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pembayaran retribusi

pasar yang kadaluwarsa;

n. melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
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o. melaksanakan fasilitasi, suvervisi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan retribusi desa;

p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga

keuangan mikro kabupaten dan pembinaan serta pengawasan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes);

q. melaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi

daerah serta BLU Kabupaten;

r. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Subbidang Dana Perimbangan

(1) Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala

subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Kepala Subbidang Dana Perimbangan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dana perimbangan dan bagi

hasil.

Rincian Tugas Subbidang Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Dana Perimbangan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi

hasil;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan

bagi hasil;

d. merancang bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan bagi

hasil;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan

dan bagi hasil;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan

dan bagi hasil;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan

bagi hasil;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan

bagi hasil;
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i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan  dana

perimbangan dan bagi hasil;

j. melakukankan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi, dan

melaksanakan pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum

(DAU) kabupaten;

k. melakukan pengelolaan data dasar perumusan usulan program dan

kegiatan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pelaporan Dana

Alokasi Khusus (DAK) kabupaten;

l. melakukan penyiapan data realisasi penerimaan, dan melaksanakan

pengelolaan dan pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten

a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Dana

Perimbangan;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan

(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan  di pimpin oleh seorang kepala bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan akuntansi pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi :

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi pembukuan dan

pelaporan pendapatan Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi pembukuan

dan pelaporan pendapatan Daerah;

d. pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi pembukuan dan pelaporan

pendapatan Daerah;

e. perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama;

f. penyusunan laporan pendapatan daerah;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan pendapatan daerah, dan

evaluasi laporan pendapatan daerah;
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h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

Rincian Tugas Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan adalah sebagai

berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan, penyelesaian

keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan,

penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan,

penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang akuntansi pembukuan,

penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang akuntansi pembukuan,

penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah;

f. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah

yang berkenaan dengan penerimaan kas Daerah berupa pajak Daerah,

retribusi Daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan

pembiayaan ke dalam buku jurnal penerimaan kas daerah;

g. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang dicatat berdasarkan

obyek penerimaan kas Daerah atas transaksi dan/atau kejadian yang

berkenaan dengan penerimaan kas Daerah berupa pajak Daerah, retribusi

Daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,

lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pembiayaan ke

dalam buku besar penerimaan kas daerah;

h. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah

yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah  berupa belanja dan

pengeluaran pembiayaan ke dalam ayat jurnal akutansi (jurnal

pengeluaran);

i. melaksanakan pencatatan transaksi/peristiwa non keuangan ke dalam ayat

jurnal akutansi yang terdiri dari : jurnal penyesuaian, jurnal balik, jurnal
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korolari, jurnal penutup, jurnal koreksi, jurnal penggabungan dan jurnal

lainnya ;

j. melaksanakan sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan yang

berkenaan dengan penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah dan

pendapatan Daerah yang dikelola Badan ke dalam buku jurnal

penerimaan ;

k. melaksanakan posting dari ayat jurnal ke dalam buku besar/buku besar

pembantu yang bertujuan untuk mengklarifikasi setiap rekening ke

berbagai level rekeling yang meliputi kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyek ;

l. melaksanakan validasi terhadap saldo buku besar/buku besar pembantu

setiap akhir bulan dengan melakukan rekonsiliasi bersama semua

perangkat daerah ;

m. menyusun laporan penerimaan kas Daerah dan arus kas masuk secara

periodik berupa laporan persemester dan laporan akhir tahun ;

n. menyusun laporan triwulan dan laporan pendapatan yang meliputi

laporan semester dan prognosis serta perhitungan APBD;

o. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah dan

retribusi Daerah ;

p. meneliti, memproses, menyediakan, menerbitkan dan menyampaikan

surat keputusan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan /

penghapusan denda dan / atau sangsi administrasi dan penundaan jatuh

tempo pembayaran pajak Daerah lainnya ;

q. melaksanakan penghapusan pajak Daerah lainnya yang kadaluarsa ;

r. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Pembukuan Dan Pelaporan;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

a. Kepala Subbidang Pembukuan

(1) Subbidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang

yang berkedudukan di bawah dab bertanggung-jawab kepada

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
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(2) Kepala Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pembukuan.

Rincian Tugas Kepala Subbidang Pembukuan adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Pembukuan;

b. menyusun dan merencanakan, bahan kebijakan teknis bidang

pembukuan;

c. merancang dan mengembangkan, bahan kebijakan teknis bidang

pembukuan ;

d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis  bahan

kebijakan teknis bidang pembukuan

e. Melaksanakan pencatatan transaksi dan atau kejadian keuangan

daerah yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah dalam

bentuk Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer  ( pajak

daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD dan dana perimbangan)

kedalam buku jurnal penerimaan kas daerah;

f. Melaksanakan pencatatan, pengelolaan bersadarkan obyek

penerimaan kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah dan

pendapatan transfer (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

PAD dan dana perimbangan) atas transaksi dan / atau kejadian yg

berkenaandengan penerimaan kas daerah kedalam buku besar

penerimaan kas daerah.

g. Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan piutang pendapatan  (

PAD dan dana Transfer);

h. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD terkain

penerapan SIMDA pendapatan;

i. Melaksanakan validasi terhadap saldo buku besar

penerimaan/buku besar penerimaan pembantu setiap akhir bulan

dengan melakukan rekonsiliasi bersama semua SKPD pengelola

PAD;

j. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah

dan retribusi Daerah;
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k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan  tugas

bidang pembukuan;

l. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Subbidang Penyelesaian Keberatan

(1) Subbidang Penyelesaian Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Kepala Subbidang Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan fasilitasi atas keberatan dan sengketa

pajak.

Rincian Tugas Subbidang Penyelesaian Keberatan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja Subbidang Penyelesaian Keberatan;

b. menyusun dan merencanalan bahan kebijakan teknis penyelesain

keberatan dan sengketa pajak;

c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis

penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;

d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan

kebijakan teknis penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;

e. menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian keberatan dan

sengketa pajak;

f. menyusun laporan hasil rekapitulasi penyelesaian keberatan dan

sengketa pajak pajak secara berkala;

g. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan,

angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;

h. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan,

angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
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i. meneliti, memproses, menyediakan, menerbitkan dan

menyampaikan surat keputusan pembetulan, pembatalan,

keberatan, pengurangan / penghapusan denda dan / atau sangsi

administrasi dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak

Daerah lainnya ;

j. menyusun pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan aset

daerah;

k. melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun piutang pajak Daerah

dan retribusi Daerah ;

l. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang

Penyelesaian Keberatan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan

(1) Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala

subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Rincian Tugas Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Evaluasi Dan

Pelaporan;

b. menyusun dan merencanalan bahan kebijakan teknis pelaporan

pendapatan Daerah

c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis

pelaporan pendapatan Daerah;

d. membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan

kebijakan teknis pelaporan pendapatan Daerah;
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e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pelaporan pendapatan Daerah;

f. melaksanakan sistem dan prosedur pelaporan pendapatan Daerah

yang berkenaan dengan penerimaan pajak Daerah, retribusi

Daerah dan pendapatan Daerah yang dikelola Badan ke dalam

buku jurnal penerimaan;

g. menyusun laporan triwulan dan laporan pendapatan yang

meliputi laporan semester dan prognosis serta perhitungan

APBD;

h. menyusun laporan penerimaan kas Daerah dan arus kas masuk

secara periodik berupa laporan per semester dan laporan akhir

tahun;

i. menganalisis bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan pelaporan;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan Subbidang Pembukuan Dan Pelaporan Pendapatan

Daerah; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Aset

(1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas  merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan penyusunan

neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan

pemindahtanganan dan penghapusan asset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan,

inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan

pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset

Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan,

inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan
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pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset

Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan

penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan

pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Aset Daerah;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya .

Rincian Tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi dan

penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan

pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, inventarisasi

dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan

pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,

inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan

asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

d. mengkonsultasikan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan,

inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan

asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan, inventarisasi

dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan pemanfaatan asset, dan

pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang

perencanaan, inventarisasi dan penyusunan neraca asset, pengendalian dan

pemanfaatan asset, dan pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah;

g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pengelolaan aset

Daerah;

h. melaksanakan pengelolaan aset Daerah;

i. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik

Daerah;



29
IKU Badan Pendapatan dan Aset Daerah 2018 - 2021

j. melaksanakan koordinasi pengadaan dan penghapusan barang milik

Daerah;

k. melaksanakan koordinasi penatausahaan barang milik Daerah;

l. melaksanakan koordinasi penilaian terhadap barang milik Daerah guna

mendukung penyusunan neraca Daerah;

m. melaksanakan koordinasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik

Daerah;

n. menyusun perencanaan kebijakan tata cara pengamanan dan pemeliharaan

barang milik Daerah;

o. memberikan petunjuk dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan

barang milik Daerah;

p. melaksanakan koordinasi proses penetapan status penggunaan dan

pemanfaatan barang milik Daerah;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Aset

Daerah; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

a. Kepala Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset

(1) Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset dipimpin

oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Kepala Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan

penyusunan neraca aset daerah.

Rincian Tugas Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset

adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan

Neraca Aset;

b. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis

Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;

c. membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan teknis

Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;

d. menganalisis bahan kebijakan teknis Inventarisasi dan Penyusunan

Neraca Aset ;



30
IKU Badan Pendapatan dan Aset Daerah 2018 - 2021

e. melaksanakan kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan

Penyusunan Neraca Aset

f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan

Penyusunan Neraca Aset;

g. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Penyusunan Neraca Aset;

h. melakukan koordinasi Perencanaan  Kebutuhan Barang Milik

Daerah dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan

penggunaan aset;

i. melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan

inventarisasi dan pelaporan aset Daerah;

j. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi penilaian dan pelaporan aset

Daerah;

a. menyusun rekapitilasi mutasi asset dari masing-masing SKPD

secara berkala;

k. melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah antara pengelolaan

barang milik Daerah, pembantu pengelola dan Perangkat Daerah;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Subbidang Inventarisasi Dan Penyusunan Neraca Aset; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset

(1) Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset,

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pengendalian dan

pemanfaatan aset Daerah.

Rincian Tugas Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset adalah

sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan

Aset;

b. menyusun dan merencanakan bahan kebijakan teknis bidang

pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;

c. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang

pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;
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d. membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang

pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;

e. menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan

pemanfaatan aset Daerah;

f. melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian dan

pemanfaatan aset Daerah;

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

pemanfaatan aset Daerah;

h. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pengendalian dan pemanfaatan aset Daerah;

i. menyusun dan melaksanakan pemanfaatan asset meliputi : sewa

menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP),Bangun

Guna Serah (BGS),Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerjasama

Penyediaan Infrastuktur (KSPI)  ;

j. menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah

kepemilikan aset Daerah;

k. memfasilitasi kegiatan penilaian aset dalam rangka pemanfaatan

aset Daerah;

l. melaksanakan perawatan dan pengendalian pemanfaatan aset

Daerah;

m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemeliharaan,

pemanfaatan dan penghapusan aset Daerah;

n. melaksanakan pengamanan aset daerah secara fisik, hukum dan

administrasi;

o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa aset

Daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Subbidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Aset; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Kepala Subbidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset
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(1) Subbidang Pemindahtangananan Dan Penghapusan Aset dipimpin

oleh seorang kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Kepala Subbidang Pemindahtangananan Dan Penghapusan Aset

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang

pemindahtanganan dan penghapusan asset Daerah.

Rincian Tugas Subbidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset

adalah sebagai berikut:

b. menyusun rencana kerja Subbidang Pemindahtanganan Dan

Penghapusan Aset;

c. menyusun dan merencanakan bahan kebijakan teknis

pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;

d. merancang dan mengembangkan bahan kebijakan teknis

pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;

e. membuat konsep dan mengkaji ulang  bahan kebijakan teknis

pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;

f. menganalisis bahan kebijakan teknis pemindahtanganan dan

penghapusan aset Daerah;

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan

aset Daerah;

h. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;

i. menyusun dokumen, prosedur dan melaksanakan penghapusan aset

Daerah;

j. memfasilitasi kegiatan penilaian aset dalam rangka

pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;

k. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemindahtanganan dan

penghapusan aset Daerah;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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3.3. Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan

Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Sumbawa Barat adalah sebagai
berikut :

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan Kemandirian
Keuangan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah
Penagihan,Inventarisasi, Rekonsiliasi,

Identifikasi, Evaluasi
Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi

Sosialisasi

Ketersediaaan Sumber Pendapatan Daerah

Meningkatkan Ketertiban Pembukuan
dan pelaporan

Inventarisasi, Rekonsiliasi,
Identifikasi, Evaluasi

Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi
Sosialisasi, Mediasi,

Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan
yang Valid

Mewujudkan Opini BPK
WTP Aset

Meningkatkan Ketertiban Pengelolaan
Aset Inventarisasi, Rekonsiliasi

Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi
Sosialisasi, Regulasi

Kevalidan data Aset  Daerah

Mewujudkan Pelayanan
Internal yang Prima

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
internal SKPD Evaluasi

Edukasi,Visitasi, Konsultasi, Fasilitasi
Pelayanan administrasi internal sesuai
pelayanan prima
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BAB   IV

PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/ 20/M.PAN/11/2007 .tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (I K U

)bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan

kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter

terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing masing

unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat 2018-2021 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk

menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah tersusun dalam RPJMD

dan RENSTRA Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR FORMULA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatnya Pendapatan
Daerah

a. Tingkat Realisasi
Pendapatan Daerah

∑ Total Realisasi Pendapatan Daerah
--------------------------------------------------------------------- x 100

Target Pendapatan Daerah

Besaran Realisasi Pendapatan
menunjukkan berapa jumlah Realisasi
Pendapatan dari target Pendapatan
Daerah

Bidang
Pendapatan

Meningkatkan ketertiban
pembukuan dan pelaporan

a. Tingkat Ketertiban
Pembukuan dan
Pelaporan

∑ Laporan yang diselesaikan
--------------------------------------------- x 100

∑ Laporan yang disusun

Tingkat Penyelesaian Dokumen
Pembukuan dan Pelaporan dari jumlah
laporan yang disusun

Bidang
Pembukuan dan

Pelaporan

Meningkatkan Ketertiban
Pengelolaan Aset

a.Tingkat Ketertiban
Pengelolaan Aset

∑ Aset yang terinventarisasi Sudah teridentifikasi dan
Terdokumentasi Sesuai Pemanfaatan dan peruntukannya

------------------------------------------------------------- x 100
Seluruh Aset Daerah

Jumlah Aset yang terinventarisasi Sudah
teridentifikasi dan Terdokumentasi
Sesuai Pemanfaatan dan peruntukannya
dari jumlah seluruh Aset Daerah

Bidang Aset
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :       2018

NamaOrganisasi : BadanPendapatandanAset Daerah
Tugas : BadanPendapatandanAset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat

mempunyaitugasmelaksanakanfungsipenunjangdibidangPendapatandanAset Daerah yang mejadiKewenangan Daerah.
Fungsi : i. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan dan aset daerah:

j. pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan dan aset daerah;
l. pelaksanaan administrasi / penatausahaan Badan;
m. pembinaan terhadap UPT Badan;
n. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan aset daerah;
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR FORMULA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB
1 2 3 4 5

Meningkatnya
Pendapatan

Daerah

b. Tingkat
Realisasi
Pendapata
n Daerah

∑ Total Realisasi
Pendapatan

Daerah
----------------------------

------------------------
----------------- x 100

Target Pendapatan
Daerah

Besaran Realisasi Pendapatan menunjukkan berapa jumlah Realisasi Pendapatan dari target Pendapatan Daerah

Bidang
Pendapatan

Meningkatkan
ketertiban

pembukuan
dan pelaporan

b. Tingkat
Ketertiba
n
Pembuku

∑ Laporan yang
diselesaikan

---------------------------
------------------ x 100

Tingkat PenyelesaianDokumenPembukuandanPelaporandarijumlahlaporan yang disusun

Bidang
Pembukuan

dan Pelaporan
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SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR FORMULA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB
1 2 3 4 5

an dan
Pelaporan

∑ Laporan yang
disusun

Meningkatkan
Ketertiban

Pengelolaan
Aset

b.Tingkat
Ketertiban
Pengelola
an Aset

∑ Aset yang
terinventarisasi

Sudah
teridentifikasi dan
Terdokumentasi

Sesuai
Pemanfaatan dan

peruntukannya
-------------------------
-------------------------

----------- x 100
Seluruh Aset

Daerah

JumlahAset yang
terinventarisasiSudahteridentifikasidanTerdokumentasiSesuaiPemanfaatandanperuntukannyadarijumlahseluruhAset
Daerah

Bidang Aset

Taliwang,               2018
Kepala Badan Pendapatandan Aset Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat,

Muhammad Yusuf, S.IP
Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 196512081986021006
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
GedungSetdaLt.IKomplek KTC

TALIWANG
KodePos : 84355

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR          TAHUN 2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 - 2021

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimba

ng

: a

.

Bahwauntukmelaksanakanketentuanpasal  3 danpasal  4

PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2017

tentangPedomanUmumPenetapanIndikatorKinerjaUtama

di lingkupInstansiPemerintah,

makaperlumenetapkanIndikatorKinerjaUtama (IKU);

b

.

Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda

lamhuruf a,

perlumenetapkanKeputusanKepalaBadanPendapatandanA

set DaerahKabupaten Sumbawa Barat

tentangIndikatorKinerjaUtama;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2003

tentangPembentukanKabupaten Sumbawa Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan;

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
GedungSetdaLt.IKomplek KTC

TALIWANG
KodePos : 84355

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR          TAHUN 2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 - 2021

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimba

ng

: a

.

Bahwauntukmelaksanakanketentuanpasal  3 danpasal  4

PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2017

tentangPedomanUmumPenetapanIndikatorKinerjaUtama

di lingkupInstansiPemerintah,

makaperlumenetapkanIndikatorKinerjaUtama (IKU);

b

.

Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda

lamhuruf a,

perlumenetapkanKeputusanKepalaBadanPendapatandanA

set DaerahKabupaten Sumbawa Barat

tentangIndikatorKinerjaUtama;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2003

tentangPembentukanKabupaten Sumbawa Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan;

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah
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makaperlumenetapkanIndikatorKinerjaUtama (IKU);

b

.

Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda

lamhuruf a,

perlumenetapkanKeputusanKepalaBadanPendapatandanA

set DaerahKabupaten Sumbawa Barat
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Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali

terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32

Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah;

4. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005

tentangPengelolaanKeuangan Daerah;

5. InstruksiPresidenNomor 5 Tahun 2004

tentangPercepatanPemberantasanKorupsi;

6. InstruksiPresidenNomor 5 Tahun 1999

tentangAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah;

7. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006

tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNe

geriNomor 59 Tahun 2007

tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomo

r 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan

Daerah;

8. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007

tentangPedomanUmumPenetapanIndikatorKinerjaUtama

di LingkupInstansiPemerintah;

9. PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara

Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007

tentangPedomanPenyusunanIndikatorKinerjaUtama;

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentangRencana

Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8

Tahun 2012 tentangSistemPengelolaanKeuangan Daerah;

12. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014

tentangPemerintahan Daerah

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali

terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015
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tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23

Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentangRencana

Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor18Tahun

2017tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah

TahunAnggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Meneta

pkan

: KeputusanKepalaBadanPendapatan Dan Aset Daerah  Kabupaten

Sumbawa Barat

TentangIndikatorKinerjaUtama(IKU)PadaBadanPendapatan Dan

AsetDaerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 - 2021

KESATU : IndikatorKinerjaUtamasebagaimanatercantumdalamlampirankepu

tusanini, merupakanacuanukurankinerja yang

digunakanolehBadanPendapatan Dan Aset

DaerahuntukmenetapkanRencanaKerjaTahunan,menyampaikanR

encanaKerjadanAnggaran, menyusunDokumenPenetapanKinerja,

menyusunLaporanAkuntabilitasKinerjasertamelakukanEvaluasiPe

ncapaianKinerja.

KEDUA : PenyusunanLaporanAkuntabilitasKinerjadanEvaluasiterhadapPen

capaianKinerjadilakukanolehsetiapPimpinan Unit

KerjadandisampaikankepadaBupati Sumbawa Barat.

KETIGA : Keputusaniniberlakusejaktanggalditetapkan.

Ditetapkandi :Taliwang
PadaTanggal : 2018

KepalaBadanPendapatandanAset Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat

Muhammad Yusuf, S.IP
Pembina TK. I , (IV/b)

NIP. 19651208 198602 1 006


